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RINGKASAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari suku, ras, agama, dan adat-
istiadat yang kompleks dan heterogen. Dengan keanckaragaman tersebut dapat
memungkinkan akan terjadinya perkawinan antara dua warga negara yang berbeda
agama. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya pasangan suami isteri yang ingin
melaksanakan perkawinan walaupun keduanya berbeda agama.

Perkawinan merupakan peristiwa yang bersifat universal dan pada umumnya
dialami oleh setiap manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang
pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Melihat kenyataan yang ada maka akan dapat menimbulkan suatu
permasalahan yaitu mengenai pengaturan perkawinan beda agama tersebut sebelum
dan sesudah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta
eksistensi perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui tentang
pengaturan perkawinan beda agama sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tentang eksistensi perkawinan beda agama
menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif
yaitu cara berfikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal
yang bersifat khusus. Metode deduktif ini didukung juga oleh sumber bahan hukum
yang diperoleh dari sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari
beberapa sumber berupa kepustakaan yaitu buku-buku, literatur-literatur, undang-
undang, kajian teori dan peraturan-peraturan yang secara umum mengatur dan
berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

Perkawinan beda agama apabila dilihat dari segi Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 adalah tidak sah karena memang dalam Undang-Undang Nomor | Tahun
1974 Tentang Perkawinan tidak mengatur secara Jjelas dan tegas mengenai masalah
perkawinan beda agama tersebut, akan tetapi dalam kenyataannya di masyarakat masih

terjadi perkawinan beda agama. Untuk menghadapi hal itu, sesuai dengan

Xii
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Yurisprodensi Mahkamah Agung No.1400K/Pdt/1986 dan surat edaran MENDAGRI
No.477/2223/PUOD/1991, perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan dan
dicatat pada Kantor catatan Sipil setelah mendapatkan surat penetapan pelaksanaan
perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri.

Melihat fakta yang ada tersebut penulis menyarankan agar sebaiknya
perkawinan dilakukan dengan pasangan yang seiman agar diperoleh keabsahan
perkawinan tersebut baik oleh hukum agama dan peraturan perundang-undangan yang
ada. Untuk kesempurnaan terhadap Undang-Undang Perl.cawinan hendaknya diatur
secara jelas dan tegas mengenai perkawinan beda agama ini. Hal ini dapat memberikan

kepastian hukum bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda agama.

Xii
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BAB I
PENDAHULUAN

L.1. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu bagian dari kehidupan manusia sebagai upaya
meneruskan kelangsungan hidup di dunia, dimana dalam perkawinan seseorang
dapat meneruskan keturunannya kelak. Dalam sejarah terbentuknya mar.usia
hingga saat ini, Tul an menciptakan dua manusia vaitu Adam sebagai seorang
laki-laki dan Hawa sebagai sebagai seorang perempuan untuk dipersatukan
menjadi suami istri yang menjadi cikal-bakal lahirnya manusia-manusia di bumi
ini yang akhirnya berkembang hingga seperti saat ini, .

Dalam sejarah kehidupan manusia dari Jaman dahulu hingga sekarang
manusia selalu hidup berkelompok, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu, Pada
dasarnya manusia adalah mahluk yang sclalu ingin berkumpul dan bergaul dengan
sesamanya, maka manusia merupakan mahluk sosial. Salah satu perwujudannya
dengan melalui lembaga perkawinan (Sockanto, 1987 : 24).

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang terdiri atas beberapa
pulau, dimana disetiap pulau tersebut mempunyai suku, ras, dan agama yang
berbeda. Mengingat sifat manusia yang suka bergaul sangat tidak menutup
kemungkinan akan berkumpulnya berbagai suku, ras dan agama dalam suatu
wilayah. Dari sini mak: dapat terjadi perkawinan antara dua suku, ras dan agama
yang berbeda.

Pengertian perkawinan menurut pasal 1 Undang-undang Nomor | Tahun
1974 adalah : perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan
seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa arti perkawinan di

Indonesia tidak hanya bersifat lahiriah saja, tetapi juga erat kaitannya dengan

unsur-unsur batiniah dan keagamaan dengan tujuan membentuk keluarga bahagia
dan kekal.
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Pada pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomoer | Tahun 1974 menyalakan
bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan
kepercayaan itu. Disini mengingat perkawinan bersifat sakral, dimana sangal erat
kaitannya dengan agama.

Hukum Islam melarang mutlak adanya perkawinan beda agama. Dalam
musyawarah Nasional IT Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung dari tanggal
26 Mei sampai dengan 1 Juni 1980, di Jakarta, tentang perkawinan beda agama
diputuskan hal-hal :bagai berikut (Meliala, 1988) :

I. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki n(;n muslimah adalah haram
hukumnya. h
2. Seorang laki-laki muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim.

Hal ini diperkuat pula oleh Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 221
yang menyebutkan “Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman. Sesungguhnya seorang hamba wanita mu’min lebih
baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu®.

Hukum pada agama kristen katholik dan protestan melarang adanya
perkawinan beda agama, larangan terscbut dicantumkan pada khitab suci
perjanjian baru Il karintus bab 6 ayat 14 yang berbunyi “Janganlah kamu
merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak
percaya, scbab persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan
kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap?”

Menurut ajaran agama Budha, bahwa setiap agama itu baik dan setiap
manusia bebas untuk memeluk agamanya masing-masing menurut keyakinarnya,
sehingga tidak menjadi persoalan apabila seorang yang beragama Budha dengan
seseorang yang bukan beragama Budha. Akan tetapi sesuai deangan ajaran agama
Budha sebagai dasar untuk melangsungkan perka\a-'inan antar agama Vihara
Budha memakai TRIPITAKA, yang diatur dalam ANGUTARA NIKAYA V-

228, yang menyatakan bahwa: untuk mencapai kebahagiaan rumah tan

gon
oot

hendaknya suami-istri memiiiki keyakinan vang scbanding maksudnya: Vihara

Budha berupaya agar umainya melangsunekan erkawinan vang seragam denvan
b5 ; £ £ yaug £ E

Jalan memberikan pengarahan-pengarahan,
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Agama Hindu juga melarang perkawinan antara pasangan yang berbeda
agama, terutama apabila pihak laki-lakinya yang beragama Hindu, karena berbeda
agama berarti berbeda prinsip hidup. Dasar pegangannya © MENAWA DARMA
SASTRA, dan MANU SAPETRI. Dalam agama Hindu ada upaya agar umainya
kawin dengan umat segama terutama untuk laki-laki sedapat mungkin menarik
calon mempelai wanita yang tidak seagama menij: ull seagama yaitu agama Hindu,
karena hukum Hindu adalah patrilienal (Hukum Ke-Bapaan),

Perkawinan antara pasangan yang berbeda agama vang ada di Indonesia
tidak diatur dalam Undang-undang Nomor | Tahun (974 tentang perkawinan

campuran anlar warga negara vang berbeda, dan tidak mengatur hukum tentang
perkawinan dari mereka yang berbeda agama, sehingga dalam Undang-Undang

Perkawinan Nomor | Tahun 1974 terjadi kekosongan hukum.

1.2 Perumusan Masajah
Berdasarkan uraian diatas, maka permasaluhan vange akan dibahas dapnt
dirumuskan sebagai berikut :
| Bagaimana pelaksanaan perkawinan campuran beda agama di Indonesia 9
2. Bagaimana eksistensi perkawinan beda agama menuntut Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 9

1.3 Tujuan Penulisan
Tujuan yar 1 hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ada 2 hal, yaitu

tujuan umum dan tujuan khusus,

1.3.1 Tujuan Umum
Tujuan umum yang hendak dicapai penulis ini adalah -
I. Untuk memenuhi salah satu syarat pokok yang bersifat akademis,guna
mencapai gelar sarjana hukum yaug berlaku di Fakultas Hukum Universitas

Jember.,

)

Untuk melenghapi bahan referensi schagar satana infounasi bagt teoriits dun

praktisi hukum
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3. Untuk dapat menerapkan ilmu hukum yang (elah diperoleh sewaktu belajar di
bangku kuliah guna membantu mewujudkan masyarakat yang aman dan

tentram serta berkeadilan.

1.3.2 Tujuan Khusus
Tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi adalah:
. Untuk  mengetabur  bagaimana - pelaksanaan  perkawinan beda  agama  di

Indonesia.

(S

Untuk mengetahui eksistensi perkawinan beda agama menurut Undang-

Undang Nomor | Tahun 1974,

1.4 Metode Penulisan
Metode Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode
deduktif, yaitu suatu cara berpikir yang bertitik tolak dari hal-hal yang bersifat

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

1.4.1 Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini pendekatan masalah yang dilakukan adalah
pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan kajian-kajian terhadap
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan

dengan permasalahan (Soekanto dan Sri M., 1983).

‘.'l |',-‘ -‘ . ' -~'|‘ 1 » -‘-‘--. « e o .
Penulisan skripst ini bersifat penelitian kepusiakaan, maka sumber bahan
ata sekunder. Data sekunder meliputi hasil
penelitian, rancangan Undang-Undang, data arsip dan lain-lain. Dara sekunder
| o : = o !
dalam skripsi ini yaimu data yang diperoleh dari hasil membaca peraturan

perundang-undangan, literatur, karya ilmiah, dan artikel yang berkaitan dengan

\

Juddul skripsi ini (Sockanto dan Sri M, 1985 13)
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1.4.3 Metode Pengumpuian Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan
skripsi it adalah dengan mengumpulkan berkas-berkas dan literatur-literatur yang
erat hubungannya dengan permasalahan yang ada. Adapun prosedur pengumpulan
bahan hukum tersebut menggunakan studi kepustakaan,

Studi kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara mempelajari literatur, Undang-undang dan putusan pengadilan yang

berkaitan dengan masalah yang ada (Ronny Ianitijo Soemitro, 1988:27).

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenal permasalahan yang
akan dibahas, maka analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis tersebut adalah suatu metode
untuk memperoleh ambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak
didasarkan atas angka-angka statistik melainkan ‘didasarkan atas analisis yang

diuji dengan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang berkenaan dengan

masalah yang akan dibahas.
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BAB 11
FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta Tentang Perkawinan Beda Agama

Pada perkara ini disebutkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya secara

berturut-turut Pemohon I yaitu Djoko Bin Suwardi dan Pemohon II yaitu

Praniharijani, dimana kedua pemohon tersebut ingin melaksanakan perkawinan

walaupun keduanya berbeda agama. Dalam upaya untuk melakukan perkawinan

tersebut, kedua pemohon banyak mengalami hambatan-hambatan sehingga

Pemohon | dan Pemohon II memutuskan untuk mengajukan surat permohonan

penetapan untuk mengadakan perkawinan beda agama kepada Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register No. 1244/Pdt. P/1993 PN. Sby, yang

isinya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon [ telah hidup bersama-sama sebagai suami-istri yang sah
antara Pemohon 1 dengan Ismu Widhiyawati Binti Abdul Azis pada tanggal 3
November 1969;

Bahwa Pemohon I telah cerai pada tanggal 20 Februari 1992 dengan Ismu
Widhiyawati Binti Abdul Azis yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
(Akte Cerai No. 215/AC/1992/PA/Sby);

Bahwa Pemohon IT pernah hidup bersama sebagai suami-istri yang sah antara
Pemohon II dengan Sukoji Bin Poniran pada tanggal 16 Juni 1992;

Bahwa Pemohon II telah cerai pada tanggal 11 November 1992 dengan Sukoji
Bin Poniran yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Akta Cerai No.
538/AC/1992/PA/Sby);

Bahwa Pemohon I adalah seorang laki-laki yang Beragama Kristen dan ingin
melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II seorang perempuan yang
Beragama Islam;

Bahwa perkawinan dimana Pemohon tersebut akan dilaksanakan di Kantor
Catatan Sipil Surabaya;

Bahwa perkawinan para pemohon adalah perkawinan berbeda agama yang

mana sebelum perkawinan tersebut dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil
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Surabaya, harus ada ijin kawin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri
Surabaya;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para pemohon mohon
kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sudilah kiranya
memeriksa permohonan para pemohon dan selanjutnya memberi penetapan
sebagai berikut ;

I. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinannya

di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati [l Surabaya;

L]

Memerintahkan kepada pegawai Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati |l
Surabaya untuk melangsungkan perkawinan para pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

Berdasarkan isi surat permohonan dari para pemohon dan lampiran-
lampiran yang ada, maka diperoleh fakta bahwa para pemohon sungguh-sungguh
berkehendak untuk melangsungkan perkawinan, akan tetapi karena para pemohon
tersebut terdapat perbedaan agama, maka perkawinan tersebut tidak dapat
dilaksanakan menurut hukum agama yang dianut masing-masing pihak dan juga
telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil
Kotamadya Dati II Surabaya.

Dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak
diatur secara tegas dan jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan demikian
telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur tentang perkawinan beda agama
dalam Udang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sesuai dengan ketentuan pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan sesuai dengan Yurisprodensi
Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986, maka berdasarkan ketentuan

diatas, Pengadilan Negeri Surabaya tidak dapat membiarkan adanya kekosongan

hukum mengenai perkawinan beda agama ini.
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Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan
Negeri Surabaya berpendapat bahwa permohonan para pemohon dapat dikabulkan
seluruhnya melalui Surat Penetapan No. 1244/Pdt. P/1993 PN. Sby, tanggal 17
Juli 1993 yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

2. Menetapkan bahwa Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa
permohonan para pemohon;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati 11 Suarabaya
untuk mencatatkan perkawinan para pemohon:;

4. Membebankan biaya perkara kepada para pemohon yang hingga kini ditaksir
sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Sampai dengan terbitnya Surat Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya
tersebut, maka persoalan perkawinan beda agama yang terkait sudah selesai.
Namun secara yuridis sebenarnya masih terselip beberapa hal atau masalah yang
mengganjal yang perlu dikaji dan memerlukan tanggapan secara khusus dan lebih

dalam lagi.

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam membahas legal opinion ini adalah :

2.2.1 GHR (Reggeling op de Gemengde Huwelijken, Stb. 1898 No. 158)
Dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan campuran
dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami, kecuali ijin dari
kedua belah pihak bakal mempelai yang selalu harus ada. Menurut GHR ini
perkawinan antar agama dimasukkan dalam pengertian perkawinan campuran.
Selain itu dalam pasal 7 GHR disebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa

dan keturunan semata-mata tidak boleh menjadi penghalang terhadap perkawinan

beda agama.
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2.2.2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Dalam Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 tentang Perkawinan yang

memberikan dasar dilaksanakannya perkawinan beda agama mengacu pada

ketentuan penutup pasal 66 yang berbunyi :
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan
perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan
berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wet Boek), Ordonansi
Perkawinan Indonesia  Kristen (Huwelijk  Ordonantie  Christen
Indonesiers/H.O.C.1. Stb. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran
(Reggeling op de Gemengde Huwelijken/G.H.R. Stb. 1898) dan peraturan-
peraturan lain yang mengatur perkawinan sejauh yang telah diatur dalam

Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku lagi”.

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Undan g-Undang Perkawinan Nomor
I Tahun 1974 Bab X Pasal 47 yang berbunyi :

“Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh

telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku”.

Melihat kedua pasal dari kedua peraturan diatas Jelaslah bahwa segala
bentuk peraturan mengenai perkawinan, sepanjang yang telah diatur oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975 tidak diberlakukan lagi,

2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahuhn 1999 Tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Dalam salah satu pasal yang tedapat dalam Undang-Undang ini

menyebutkan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan

mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak atau
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kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Hal ini tercantum
dalam pasal 14.

Dalam pasal yang lain yaitu dalam pasal 27 disebutkan bahwa Hakim
sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

2.2.4 Surat Edaran MENDAGRI Nomor 477/2223/PUOD Tertanggal 13 Juni
1991 Tentang Pencatatan Perkawinan
Pada prinsipnya Surat Edaran tersebut menegaskan bahwa untuk mengisi
kevakuman hukum maka pelaksanaan perkawinan dari warga negara Indonesia
yang berbeda agama sebelum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil harus
mendapatkan Penetapan Pengadilan yang isinya memerintahkan kepada Kantor
Catatan Sipil untuk mencatat perkawinannya menurut hukum agama yang

disepakati kedua mempelai.

2.2.5 Yurisprodensi Mahkamah Agung Reg. Nomor 1400 K/Pdt/1986
Mahkamah Agung melalui Yurisprodensinya berpendapat bahwa tidak
dapat dibenarkan kalau karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan
sosial seperti perkawinan beda agama tersebut diatas dibiarkan tidak terpecahkan
secara hukum Kkarena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut dapat
menimbulkan dampak negatif dalam segi kehidupan bermasyarakat maupun
beragama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung mengijinkan bagi
calon pasangan suami-istri yang beda agama untuk melaksanakan dan

mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil.

2.2.6 HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesier. Stb. 1933 No. 74)
HOCI (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers) mengatur perkawinan
bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen. Jadi, bagi golongan Bumi

Putera yang beragama kristen berlaku ketentuan HOCI Stb. 1933 No. 74 ini

diberlakukan untuk daerah Jawa, Madura, Ambon, Saparua, dan bekas
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Karesidenan Manado yang sejak tahun 1975 melalui Intrsuksi Mendagri

dinyatakan berlaku untuk seluruh Indonesia.

2.3 Landasan Teori
2.3.1 Perkawinan
2.3.1.1 Pengertian Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 dikatakan bahwa
“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang
bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jadi menurut
perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan seorang
wanita’, berarti perkawinan sama dengan ‘perikatan’ (verbindtenis). Dalam hal ini
marilah kita lihat kembali pada pasal 26 KUH Perdata.

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan ‘Undang-Undang memandang
soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata’ dan dalam pasal 81 KUH
Perdata dikatakan bahwa ‘tidak ada upacara keagamaan yang boleh
diselenggarakan, sebelum kedua pihak membuktikan kepada pejabat agama
mereka, bahwa perkawinan dihadapan pegawai catatan sipil telah berlangsung’.
Pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 (1) KUH Pidana
(Wetboek van Strafrecht/WvS) yang menyatakan ‘Seorang petugas agama yang
melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan
pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di
hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak
empat ribu lima ratus rupiah. Kalimat ‘yang hanya" dapat dilangsungkan di
hadapan pejabat catatan sipil’ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak
berlaku lagi bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan
atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (Inlander) dan
Timur Asing (Vreemde Oosterlingen) tertentu, di luar orang Cina.

Selain kesimpangsiuran peraturan perkawinan yang berlaku di zaman

Hindia Belanda itu, jelas bahwa menurut perundangan yang tegas dinyatakan

dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan
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mengabaikan segi keagamaan. Hal mana Jelasbertentangan dengan falsafah negara
Pancasila yang menempatkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-
galanya. Apalagi menyangkut masalah perkawinan yang merupakan perbuatan
suci (sakramen) yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian,
sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur
batin/rohani mempunyai peranan yang penting.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan
menurut KUH Perdata dan menurut Undang-Undang No. 1-1974. Perkawinan
menurut KUH Perdata hanya sebagai ‘Perikatan Perdata’. sedangkan perkawinan
menurut Undang-Undang No. 1-1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi
Jjuga merupakan ‘Perikatan Keagamaan’. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan
yang dikemukakan dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 bahwa perkawinan
itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalimat demikian itu tidak ada sama
sekali dalam KUH Perdata (BW) yang diumumkan dengan Maklumat tanggal 30
April 1847 (S. 1847-23) dan berlaku di Indonesia sampai tahun 1974, selama 127
tahun dan sampai buku ini ditulis tahun 1990 berarti sudah berlaku selama 143
tahun.

Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1 Undang-
Undang No. 1-1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia
merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang
terdapat dalam Undang-Undang No. 1-1974 maupun dalam peraturan lainnya

yang mengatur tentang perkawinan (Hilman Hadikusuma, 1990 : 7-8).

2.3.1.2 Pengertian Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama adalah perkawinan antara orang yang berbeda
agama secara umum dikenal dengan perkawinan antara agama atau perkawinan
beda agama. Perkawinan beda agama tersebut merupakan ikatan lahir dan batin

antara seorang laki-laki dengan seorang wanita yang Karena berbeda agama

menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan dengan tujuan

:
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membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa (Rusli dan R. Tama, 1984 : 10-17).

Mengenai perkawinan beda agama ini juga terdapat definisi lain yaitu
perkawinan campuran antara agama yang terjadi, apabila seorang wanita dengan
seorang pria yang berbeda agama yang dianutnya telah melakukan perkawinan
dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing (Hilman Hadikusuma,
1990 : 18).

Selanjutnya ada pula yang mengartikan perkawinan beda agama tersebut
sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yaitu perkawinan antara seorang
pria dengan seorang wanita yang menyatakan tidak melaksanakan ajaran dari
salah satu agama dari lima agama yang ada, yang dilangsungkan tanpa

berdasarkan ketentuan suatu agama.

2.3.1.3 Tujuan Perkawinan

Pada pasal 1 Undang-Undang No. 1-1974 dikatakan bahwa yang menjadi
tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
Selanjutnya dijelaskan bahwa ‘Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan
melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya
membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material’.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu ?
Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia
seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan
dari pasal 1 tersebut bahwa ‘perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali
dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur
lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan
keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan
kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut

perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan

dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (Ke-
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orang tua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut
Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat
patrilinial (ke-bapak-an) seperti orang batak, Lampung, Bali, dsbnya; dan sistem
kekerabatan yang bersifat matrilinial (ke-ibu-an) seperti orang Minangkabau, dan
beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem
ketetanggaannya yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu)
di daerah-daerah (Hilima Hadikusuma, 1990 : 22-23).

2.3.1.4 Syarat-Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974
Syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No.1/1974
meliputi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat-syarat materiil yaitu syarat
yang mengenai diri pribadi calon mempelai; sedangkan syarat formil menyangkut
formalitas-formalitas atau tatacara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat
dilangsungkannya perkawinan. Syarat materiil itu sendiri ada yang berlaku untuk
semua perkawinan (umum) dan yang berlaku hanya untuk perkawinan tertentu
saja (Asmin, 1986 : 22-24).
a. Syarat-syarat materiil yang berlaku umum
Syarat-syarat yang termasuk kedalam kelompok ini diatur di dalam pasal
dan mengenai hal sebagai berikut :
1) pasal 6 ayat (1); harus ada persetujuan dari kedua calon mempelai
2) pasal 7 ayat (1); usia calom mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan
wanita sudah mencapai 16 tahun;
3) pasal 9; tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain (kecuali dalam hal
yang diijinkan oleh pasal 3 ayat (2) dan pasal 4);
4) pasal 11 UU No.1/1974 dan pasal 39 PP No. 9/1975; mengenai waktu tunggu
bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, yaitu:
- 130 hari, bila perkawinan putus karena kematian
- 3 kali suci atau minimal 90 hari, bila putus karena perceraian dan ia masih

berdatang bulan

- 90 hari, bila putus karena perceraian, tapi tidak berdatang bulan
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waktu tunggu sampai melahirkan, bila si janda dalam keadaan hamil

tidak ada waktu tunggu, bila belum pernah terjadi hubungan kelamin
perhitungan waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan
yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap bagi suatu perceraian, dan
sejak hari kematian bila perkawinan putus karena kematian.

Tidak dipenuhinya syarat-syarat tersebut menimbulkan ketidakwenangan

untuk melangsungkan perkawinan dan berakibat batalnya suatu perkawinan.

b. Syarat materiil yang berlaku khusus

Syarat ini hanya berlaku untuk perkawinan tertentu saja dan meliputi hal-

hal sebagai berikut :

1) Tidak melanggar larangan perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 8, 9

dan 10 UU No. 1/1974, yaitu mengenai larangan perkawinan antara dua orang
yang;

a)
b)
c)
d)
e)

h)

berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun keatas;
berhubungan darah dalam garis keturunan kesamping;

berhubungan semenda;

berhubungan susuan;

berhubungan saudara dengan istri atai sebagai bibi atau kemenakan dari
istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturanlain yang
berlaku, dilarang kawin;

masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, kecuali dalam hal tersebut
ditjinkan pada pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 (pasal 9);

telah bercerai untuk kedua kalinya, sepanjang hukum masing-masing

agamanya dan kepercayaannya tidak menentukan lain (pasal 10).

[jin dari kedua orang tua bagi mereka yang belum mencapai usia 2 1tahun. Bila

salah satu orang tua telah meninggal, ijin dapat diperoleh dari orang tua yang

masih hidup; bila itu pun tidak ada, dari wali, orang yang memelihara atau

keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke

atas; atau bisa juga ijin dari Pengadilan, bila orang-orang tersebut tidak ada

atau tidak mungkin dimintai ijinnya (pasal 6 ayat (2) sampai dengan ayat (5)).
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Mengenai syarat “persetujuan kedua calon mempelai” dan syarat harus
adanya “ijin kedua orang tua bagi yang belum berusia 21 tahun” sebagaimana
diatur oleh pasal 6, berlaku sepanjang hukum masing-masing agama dan
kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Jadi syarat-
syarat perkawinan sebagai yang diatur dalam pasal 6 itu berlaku sebagai “lex
generalis” terhadap syarat perkawinan menurut hukum agama sebagai “lex
spesialis”-nya.
¢. Syarat-syarat formil

Syarat-syarat formil ini meliputi :

1) pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai
pencatat perkawinan;

2) pengumunan oleh pegawai pencatat perkawinan;

3) pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-

masing;

4) pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.
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3.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama

Era globalisasi yang kini merambah ke berbagai bidang kehidupan manusia
Jjuga berpengaruh di dalam hal perkawinan. Sekarang ini perkawinan sudah tidak
terikat batas negara, bangsa, suku, ras dan bahkan agama.

Perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang berbeda agama
sering terjadi dalam kchidupan masyarakat kita yang heterogen ini. Hal ini telah
sering terjadi sejak dahulu hingga sckarang dan telah menimbulkan persoalan baik
dalam bidang sosial maupun hukum.

Melihat kenyataan tersebut diatas maka timbulah suatu pernyataan tentang
bagaimanakah pengaturan perkawinan beda agama tersebut, sebelum UU Nomor |

Tahun 1974 atau sesudah Undang-Undang Nomor | Tahun 1974.

3.1.1 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sebelum Berlakunya Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,
peraturan yang mengatur perkawinan campuran ini diatur dalam koninklijk Besluit
tanggal 29 Desember 1896 No. 23 yang disebut Regeling op de gemengde
Huwelijken (GHR). Pasal | GHR menyebutkan: “Yang dinamakan perkawinan
campuran adalah perkawinan antara orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-
hukum yang berlainan”. Kemudian lebih dipertegas lagi dalam pasal 7 ayat (2) :
“Perbedaan agama, Bangsa atau asal itu sama sekali bukanlah menjadi halangan
untuk Perkawinan”. GHR memberikan istilah perkawinan campuran, termasuk di
dalamnya perkawinan beda agama.

Selain itu masalah perkawinan beda agama diatur pula dalam HOCI
(Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesiers) yang dimuat dalam Stb 1933 No.74.
Peraturan tersebut ternyata mampu untuk menyelesaikan permasalahan dalam

perkawinan beda agama, sehingga bagi pasangan yang akan melangsungkan

perkawinan beda agama merasa terlindungi dan dijamin kepastian hukumnya.
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Perkawinan mereka meskipun berbeda agama dan kepercayaan, namun telah
disahkan oleh peraturan tersebut yaitu GHR dan HOCI, walaupun oleh hukum

agama mereka masing-masing dianggap tidak sah.

3.1.2  Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Sesudah Berlakunya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kedua bentuk peraturan buatan pemerintah kolonial Belanda yaitu GHR dan
HOCI memandang perkawinan hanya sebagai suatu hubungan keperdataan saja. Hal
ini jelas bertentangan dengan hukum-hukum yang timbul dalam masyarakat kita.
Oleh karena itu, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang justru
menimbulkan peranan sangat penting dalam menentukan keabsahan perkawinan

Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 2
menyebutkan ada dua hal yang menjadi ukuran penentu keabsahan suatu perkawinan
yaitu bahwa perkawinan harus sesuai dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan
masing-masing serta dicatatkan pada Pegawai Pancatat Perkawinan, Juga dalam
penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 dijelaskan bahwa
tidak ada suatu perkawinan diluar hukum a gama dan kepercayaannya itu.

Hal tersebut berarti telah tertutup kemungkinan bagi pasangan yang akan
melangsungkan perkawinan beda agama. Mereka juga tidak mungkin mencari
alternatif seperti yang tercantum dalam pasal 57 yaitu mengenai perkawinan
campuran, karena pengertian perkawinan campuran yang dimaksud dalam pasal 57
adalah mengenai perkawinan antar pasangan yang berbeda kewarganegaraan dan
tidak meliputi masalah beda agama. Dengan demikian ketentuan pasal 57 tidak
dapat diterapkan terhadap perkawinan beda agama tersebut. Maka jelaslah bahwa
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menutup pintu
bagi calon pasangan suami istri yan g akan melangsungkan perkawinan antar agama.
Kecuali bila calon pasangan suami istri tersebut telah mendapatkan surat persetujuan
dari kantor pengadilan negeri setempat untuk dapat melangsungkan perkawinan di

Kantor Catatan Sipil. Dengan terlebih dahulu menunjukkan bukti surat penolakan

atas permohonan perkawinan dari KUA dan Kantor C atatan Sipil.



http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

19

3.2 Eksistensi Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974

Benarkah perkawinan beda agama tidak diperbolehkan oleh Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu ? Atau dengan kata lain, apakah Perkawinan
Beda Agama tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? Kalau
benar, mengapa demikian ? Pertanyaan hukum ini sangat mudah untuk dijaWab
jika kajian ini hanya dilihat secara normatif belaka. Akan tetapi, jika ditinjau
secara filosofis dan sosiologis perlu diajukan sebagai jawaban, walaupun analisis
yang diajukan sangat sederhana.

Analisis itu diawali dengan bunyi pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor
I Tahun 1974 yang berbunyi, “Perkawinan adalah sah, apablla dilakukan menurut

hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”,

Dengan membaca bunyi pasal diatas. terlihat jelas bahwa ada lebih dari
satu hukum yang mengatur tentang perkawinan yaitu hukum masing-masing
agama Warga Negara Indonesia. Di Indonesia, ada S agama besar yang diakui
yaitu Agama Islam, Agama Katolik, Agama Protestan, Agama Hindu, dan Agama
Budha. Oleh karena itu ada 5 agama yang diakui, maka terhadap pengesahan
perkawinan tentu ada 5 hukum masing-masing agama itu. Oleh karena ada 5
agama yang diakui., tentu ada 5 penganut agama yang dimaksud. Oleh karena ada
5 penganut, tentu dalam hubungan hukum akan ada hubungan hukum dari
masing-masing penganut agama yang satu dengan penganut agama yang lain,
Interaksi sosial seperti ini, dalam negara Pancasila sangat dimungkinkan dan
diperbolehkan, jika kita mau mengakui adanya hakekat Hak Asasi Manusia dari
masing-masing individu dalam negara Pancasila itu. Oleh karena itu perkawinan
beda agama sebagai dampak dari pluralisme penganut agama itu adalah suatu
realitas yan tidak mungkin dan tidak dapat dipungkiri. Dengan demikian,

perkawinan beda agama tentu akan terjadi diantara penganut agama itu dalam

inter aksinya sebagai masyarakat. Oleh karena itu, secara yuridis positivisme
terlihat masih ada pluralisme hukum. Pluralisme hukum itu bertentangan dengan

tujuan awal Undang-Undang ini dibentuk, yaitu unifikasi hukum. Tujuan yang

hendak dicapai dengan adanya unifikasi hukum adalah mengurangu pluralisme
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hukum yang secara historis merupakan bentukan kolonial belanda yang di latar
belakangi oleh feodalisme-kolonialisme. Namun dalam realitanya, dengan adanya
hukum masing-masing agama dari masing-masing orang yang melakukan
perkawinan itu justru melahirkan pluralisme baru. Pluralisme hukum itu yaitu
Hukum Islam bagi mereka yang beragama Islam, Hukum Katolik bagi yang
beragam katolik, Hukum Protestan bagi mereka yang beragama protestan, Hukum
Hindu bagi yang beragama Hindu, dan Hukum Budha bagi mereka yang
beragama Budha.

Bab XIV Ketentuan Penutup pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi,
“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan
berdasarkan pada Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang
ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Burgelijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijk
Ordonantie Christen Indonesiers, S. 1933, No. 74), Peraturan Perkawinan
Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158) dan
Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur
dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku”.

Apabila ditafsirkan secara logika a contrario, maka isi pasal 66 Undang-
Undang Nomor | Tahun 1974 bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam
KUH Perdata, yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan masih terus berlaku
sejauh ketentuan itu tidak diatur dalam Undang-Undang ini. Dengan demikian,
masih ada tempat untuk memperlakukan GHR S. 1898 No. 158 itu. Hal ini
dikemukakan dan perlu lebih ditegaskan karena dalam Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan beda agama, dimana oleh
Sidharta (1992 : 335) disebut sebagai unifikasi yang terbatas.

Peraturan mengenai “Perkawinan Campuran” sebagaimana dinyatakan
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan “Perkawinan Campuran”
yang diatur dalam GHR S. 1898 No. 158 terdapat perbedaan yan sangat mendasar.
Perbedaan itu adalah pengertian “Perkawinan Campuran” sebagaimana

dinyatakan dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih sempit

Jika dibandingkan dengan pengertian “Perkawinan Campuran” sebagaimana
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diatur dalam pasal | GHR S. [898 No. 158. Pasal | GHR S. 1898 No. 158
tersebut berbunyi, “Perkawinan campuran adalah perkawinan dari orang-orang
yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan™.

Pengertian “Hukum yang berlainan™ dalam'pengenian ini ditafsirkan

secara luas meliputi (Sidharta, 1992 :339):

a. Hukum yang berlainan itu dapat terjadi kombinasi antara Sistem Hukum Barat
atau Hukum Fropa dengan Sistem Hukum  Adat. Perkawinan Campuran
seperti ini disebut  Perkawinan Campuran antar Golongan atau Hukum
Intergentit,

b. Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antar Sistem Hukum Adat
yang satu dengan Hukum Adat lainnya. Perkawinan Campuran seperti ini
dikenal sebagar Perkawtnan Campuran Antar Tempat atau Inferlocal:

¢. Hukum yang berlaman dapat terjadi kombinasi antara antara Sistem Hukum

Agama yang dischut Perkawinan Campuran Beda Agama atau Interreligion,

=5

Hukum yang berlainan dapat terjadi kombinasi antara Hukum Nasional
dengan Hukum Asing yanng biasa discbut Perhawinan campuran Internasional
Dika diperhatikan pengertian “*Perkawinan Campuran” sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 57 berbunyi :
“Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah
perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang
berlainan, Kkarena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak
berkewarganegaraan Indonesia”.

Pengertian pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas
ternyata lebih sempit bila dibandingkan dengan pengertian “Perkawinan
Campuran™ sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158.
Dikatakan lebih sempit sebab pengertian “Perkawinan Campuran™ yang diatur
dalam pasal 57 Undang-Undang Nomor [ Tahun 1974 hanya meliputi perkawinan

dari dua orang yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu dari suami atau

isteri itu berkewarganegaraan Indoncsia, dimana tunduk pada Hukum Indonesia.
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Bagaimana dengan ‘“Perkawinan Campuran Beda Agama atau
Interreligion™ itu ? Sebagaimana diatur dalam pasal 57 sampai dengan pasal 62
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya mengatur “Perkawinan Campuran”
beda warga negara, sedangkan “Perkawinan C ampuran” beda agama, beda suku,
beda tempat, tidak diatur. Dengan demikian, jikalau kita secara konsekuen dan
konsisten dengan pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka
perkawinan beda agama, beda suku, beda tempat, tetap berlaku sebagaimana
diatur dalam pasal 1 GHR S. 1898 No. 158 itu.

Adapula pandangan lain yang agak berbeda. Pandangan kedua ini secara
umum dianut oleh kaum Legime dan dianut oleh sebagian besar Birokrat di
Indonesia. Pandangan ini mengatakan bahwa “Perkawinan Campuran” beda
agama dilarang oleh Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Pandangan ini
berlandasan pada penafsiran terhadap pasal 57 Undang-Undang Nomor | Tahun
1974, yaitu setelah pemyataan ... antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada
hukum yang berlainan”. Kalimat tersebut jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat |
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka jelaslah bahwa mereka yang di
Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan termasuk hukum beda agama..Jodi
Jelas pula “Perkawinan Campuran” beda agama telah diatur dalam Pasal 57
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jika dikaitkan dengan pasal 2 ayat (1),
karena ada kata-kata “hukum yang berlainan”, “Hukum yang berlainan™ itu adalah
hukum agama yang dianut masing-masing calon mempelal yang berbeda agama.

Selain itu, pandangan ini diperkuat dengan permyataan bahwa agama
manapun akan melarang penganutnya untuk melakukan perkawinan dengan
penganut agama lain. Oleh karena agama melarang para penganutnya untuk
tunduk pada hukum agama lain, maka menurut Pasal 57 U ndang-Undang Nomor
I Tahun 1974 “Perkawinan Campuran” antara pasangan yang berbeda agama itu
dilarang,

Berdasarkan analisis diatas, ternyata eksisitensi “Perkawinan Campuran”

beda agama masih terdapat perbedaan penafsiran. Oleh karena, negara sebagai

penguasa dan berdasarkan pandangan legisme, maka yang berhak untuk memberi
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penafsiran itu adalah negara, maka walaupun secara /nferprestatif a contrario
dapat dikatakan bahwa “Perkawinan Campuran” beda agama itu masih dapat
diberlakukan GHR S. 1898 No. 158 Pasal 1. Negara sebagai pemegang
kedaulatan, mengatakan bahwa perkawinan campuran itu tidak diatur dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sudah mengatakan bahwa GHR S.
1898 No. 158 itu sudah dicabut, maka melalui SE MA RI No. MA/72/1V/1981
tanggal 20 April 1980 perihal pelaksanaan Perkawinan Campuran, juga Surat
Mendagri Kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat | Jawa Tengah tanggal 25 Juli
1990 No. 477/2535/PUOD perihal Pencatatan Perkawinan bagi para Penghayat
Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dinyatakan dalam recht vacuum
atau terdapat kekosongan hukum.

Pandangan bahwa Perkawinan Beda Agama ini dinyatakan Recht vacuum
adalah dari Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 April 1986 No.
382/Pdt/1986 dengan judul “Perkawinan Beda Agama Rechtvacuum atau terdapat
kekosongan hukum™.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara legal formal menurut
pandangan kaum Legalisme-Positivisme mengatakan bahwa Perkawinan
Campuran Beda Agama itu tidak diakui di Indonesia, jika Pasal 2 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu dibaca secara leterlijk. Namun, di pihak
lain bahwa Perkawinan Campuran Beda Agama itu merupakan realitas yang tidak
dapat dipungkiri, yang mana secara yuridis harus dilindungi sebagaimana hukum
melindungi Hak Azasi Warga Negara di Indonesia yang berdasar Pancasila ini.
Oleh karena itu, menurut kaum sosiologis bahwa Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 yang tidak mampu mengakomodasi Perkawinan Campuran Beda
Agama itu maka GHR S. 1898 No. 158 dapat diterapkan, karena secara legal
formal Perkawinan Campuran Beda Agama itu tidak dinyatakan secara tegas.
Oleh karena itu kebutuhan masyarakat belum terakomodasi, sehingga

kepentingan, keadilan, dan kesejahteraan warga negara yang berlandaskan

Pancasila ini belum dilindungi oleh hukum.
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BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan, diperoleh beberapa hal yang dapat

disimpulkan ;

1.

Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, pelaksanaan
perkawinan beda agama dapat dilaksanakan di Kantor Pencatatan Perkawinan.
Karena sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, perkawinan
diatur dalam GHR yang memperbolehkan untuk melaksanakan perkawinan
beda agama, dan bagi mereka yang akan melaksanakan perkawinan beda
agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974, terlebih dahulu
harus mengajukan permohonan kepada KUA dan Kantor Catatan sipil.
Apabila dari KUA dan Kantor Catatan Sipil mendapatkan surat penolakan,
maka mereka dapat mengajukan permohonan di Kantor Pengadilan Negeri
setempat dengan menunjukkan surat penolakan tersebut. Setelah mendapatkan
ketetapan atau persetujuan dari pengadilan negeri setempat, maka mereka
dapat menlaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil tanpa berdasarkan
ketentuan suatu agama.

Eksistensi perkawinan beda agama masih terdapat perbedaan penafsiran antara
kaum Legisme-Positivisme dengan kaum sosiologis. Di Indonesia, dimana
negara sebagai penguasa yang mendasarkan pandangannya pada Legisme-
Positivisme, berhak memberikan penafsiran, walaupun secara interpretatif a
contrario dapat dikatakan bahwa perkawinan beda agama itu masih dapat
diberlakukan GHR S. 1898 No. 158 Pasal 1, tetapi negara yang menganut
paham Sosiologis sebagai pemegang kedaulatan, mengatakan bahwa
perkawinan beda agama itu tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor |
Tahun 1974 dan sudah mengatakan bahwa GHR S. 1898 No. 158 itu sudah

dicabut, sehingga dikatakan berada dalam keadaan kekosongan hukum, maka

eksistensi perkawinan beda agama di Indonesia tidak diakui keberadaannya.
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4.2 Saran

Berdasarkan uratan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai

berikut :

k.

Sebatknya bagi pasangan yang akan melaksanakan perkawinan akan lebih
baik bila dilakukan dengan psangan yang seiman, agar diperoleh keabsahan
perkawinan, baik oleh hukum agama maupun peraturan perundang-undangan
yang ada.

Scbaiknya pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor | Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” perlu direvisi, karena
dapat menimbulkan tujuan hukum tidak tercapal yakni keadilan, ketentraman
dan kelertiban masyarakal yang tidak (erwujud, sebab penerapan pasal
tersebut akan suatu perkawinan tanpa ikatan yang sah. Adapun revisi pasal 2
ayat (1) menurut penulis adalah “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan apabila
terdapat  perbedaan agama dan  kepercayaan masing-masing pihak, maka

perkawinan dapat dilaksanakan menurut prosedur pelaksanaan perkawinan

beda agama”.
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1+ DIQKO SUPANTO BN SUSARDI,  pay

tonpat tinggal a4 Jalan. Tonggllls

Timur II No, 42 Sumba,}n, salanjutnya diunbut 00-

bﬂgﬂil i IR M@l_;
2. PRANITARIIANI, bortompat tinggal df Jalan, Gentangkall Ko, 2 -

Surabaya, selanjuinya digobut nebagal i "eererasa,

.'..ll.l.l..ll..'..'f.'.. PDJODO‘{ II ’
Solunjutnyu keduanya juga disobuty ,........ veere DAY PEMOUON
Pengadilan Negexi torgetut |

Tolah membaoa purat pPermohonan yang bersangkutan dan nenalitl bukti-

bukti yang diajukan A4 mukq reroidangmn

Tolah mendengar koterangan Para Pemolion dan makal d4 poraldongan

TENTANG KB ADLGNYR

Uenimbang, bahwa Para Pamohon telah mongajukan gurat pormohonginya

toxtanggal 8 July- 1993 yang tolah ditorima dan didaftarkan df Kopand terann

I’ongadilrm Xegordi Surabaya rada tanggal 12 July 1993 di bamah daltar -

No. 1244/Pdt.p /1993 . soy,, berbunyi eebagal bowikut |

= Bahwa Pemohon I Pemah hidup borsamn sebagal supmi-igtexy Yong ggh -

ontara Pemohon I dengan Ismu Widhiyawatl Bint{ Abawl Aziz pada tanggal -

3 Nopum'bor 1969 .

Bahizra Pomohon I tolaoh oorad pola tanggal 20 20 Fobruard 1992 dengon Iemu ~
Widhiyawati Dinti Abdul Aziz yang tolah mempunyai kekuaten Huloum totap
(Mcte Coxed o, 215/A0/1992/PA/shy) _

~ Bohwa Pemohon II pornah up bersama sobagal suami-iateri yang gah -

antara Pemohon YI dey Sikoji ,Bln- Pordran pada tanggal 16 Jud 19923

S
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* s ':" _t}hw'n Pemohon II teloh ocorul dongan Sukoji Bin Ponimm pada tmmnl 1

i Nopomber 1992 dnn tolah ncmpu.nyni kaokuatan Hukua totap (/Uctn Curn.l

No.' 533/AC/1992/PA ..,urabe\,-a) : ‘ b

- Pahm Pcmohon keI ada.‘lah seorang lalkd-laki yang beragoma Kristen dan

1
ingin melanf;m'ngk'm pnrkauinu.n dengan nooranu porempuan yang ‘mrasmal

Ielen"(Pemohion’ II) ; o = : |

A2 Bahnn por‘caninan df{mana Pcnohon terno'bu{. akan dilalcnannkan dl Kmto:. -

Co.t'\tm S.{pil Surabaya i

i
~ Dahma perl-cnninan I’o:m Peachon texesebut adalah perkawinan bexrbeda Aaa:c

;rnng manaaobnlum porlcwinan toroobut dflal:oonakan di K:mtor Cut.:xtcn -
Sipi_‘l .:ur—\'b._yn. harus udn 114n kawin toxlobih dohuwlu daxd I’ungud.ilsn
Nogori Surabwn |

; ae . ‘u

"' % Dahwa bcx\iauo,:dcan al:\sm-aluum tersabut di atau, maka ?u:ca Peaacha

Leamen

molion kchudapa.n Bapak Kotua Pensadilml 'Iegeri .aU_J"lbaJ:\, audilnh k.l“mt;:a
mcnori.ma. pcmahnnon kanl din menmborikan Penotapan yang ialnyu uolacJ. -
boxbunyd u'bacai 'borihzt 1 '
1. )Jonca'b'ulkm “omohonan Pnru Pouohon ; o
24 Hembc‘rikm 1.15.11 ke'wln Para Pemohon untulg molungnm(-;lcun pnrkamn;xmn
‘&4 Kantor Cataton Sipil Kotamadya Dati II Suradaya §
3. Homnrintahknn kopada Pec—mni Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati I -
: Surahuyn wmntuk melancsungk'\n perkawinen Para Pomohon terao'bu ;
4, Mombdabankan beaya pcmoh_onnn kepuda Para Panohon '
".Mélnhimbo;'l'c. "bahwn pada hari porsldongan yang telah ditentukan, Para
Pamohon datang menghadap rendir! don menyotakan totaplpadu poxmohonanny
M&ﬁiinbang, balira untvk nenaguhkan pnmohon;ﬁnwu, Para Pemohon 4ealah
mongajuicrm mirat-surat bukkti bormupa foto-ocopy bormateral oukup dnn":.ranp;
tornyata so;a\'xa.t dongan surat-nurat .%u'thvya oobagol bordleut 1
:’ , & P ?oto-o_py Surat Koteranean Untuk Wikoh: dax:l. Kolu.mhm\ Tong viii';.l!'o'j'
tertanggal 3 Juli 1993, No. 474.2/36/402.92.05.01/1993 atas nama 1 =

}'. P.0l. DjDkO Sutanto -ct-na.4

v
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-' 1; p, DIOKO SUTANTO (bukti Pate) |

Foto-oopy Akte Coxods dari Pengadilan Agoma Surabiyu, No. 215/11('/199?/-

PA SBY, ataa namnat Djoko Sutanto Bin Suwerdi dengwn Isnu widhijatt Bint

J‘lbdul Aﬂiz. (bu-kti P-Z.) | ‘.

Foto-copy Surat Pemandiant tertunggnl 22 Dosembexr 1971 atas nuama 1 =

Fronolseus Hioronimus Dicko Subanto (b}'mu P.3.)

Foto-oopy Surat Keterangant dari Kelurnhan Tonggllis Mojoyo, terting-

gal 3 Juli 1993, No. 000/36/402.92.05.0.1/1993 atas nama ¥, Djoko =

sutanto (bukti Peds) 1

Foto-copy Kartu Koluarzas daxi Koluralust Tonggllio Mojoyo, tortanggal-

17 Fobruaxi 1968, Mo, 459/120/3/11/ 1919 o an naaa F.H. Djoke Sutuonto -

(buktl P.5.) 1§

Foto-oopy Surat Kotoranga I}ntuk Mikaht dnxi Kolurahan Genteng Sufabm-a
tertanggal 1 Juld 1993, No. 474.80/4052.95.01.02/1993 otos namai =
pranihartjani (et P.6,) i

Poto-copy Surat Kenal Lyhir: dwrd Kotanudya Sueabays, No. 474.1/3205/-

4.11.91/03 abas nama Prani Noxiyend (tcts PaTe)

Foto-oopy Alcte Coralr doxi Pcngaﬁllnn Agana Swrabaya, No. 538/ A6/ 1992/~

PA Surabaya atas numat Jukodd Pin Poniron dengen Proni Haxiyand Bints -
Hartono (Lukti P.8.)
Foto-o0opy Kartu Tanda Penduduki dari Kelurahan Genteng Surobaya, tex -

tanggal 21 Jonuard 1993 Nes 78407, 1003.07650 atao namo Praoni Hariyani

(buktl P.9.)

Foto-copy Kartu Koluurgns darl Kelurghon Genteng Surabayn, tortangeal-

12 Apuotus 1992, MNo. 70,07/ 1003/940/KK 159 1.Th.92 (vuktl P.10.)

Henimbang, bahwa solain purat-surat bulktl toxuobut di atas, .Para Po-

mohon Juga mcngnjﬁlcan dua orang nckol yang maging-masing bomama 1

Sakal I 1 Al PRIYOUQ, L‘mur)/_}? Pohu, bertanpat tinggal di Julmn. Por-

wip< o, 40 Surabaya, pakerjoant Swanta, Agomatl =

Inlwa j

I
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=14 E}}bﬁ oronglknn di bawah sumpal yang pado pokolknya sebagal boxdlut i ‘

=7 Bahwa salced konal Parn Pomohon karena masih ada hulungan kaluarga, ¥ya

adik Ipor Pemohon I ;
- Bahwa antara Pemohon I 4an Pemohon II hubimzumya sudah lawa, dan go

lanjutnya akan molangsungkan porkavinan 41 Kantor Cataton S$ipil Kota

madya Surabaya ;

= Bahwa porkawinan Para Poichen ternobut belum dupat allmpgowmglim df -

Kontor Catatan sipil Kotamadya Nati IX Surabuya oleh karema Loxdapat .

porbodaan Agoma

- Bahwa Kemtor Catataon Sipil Kotamailya Mmati IX Surabaya hisa molakaonuk:
molangsungkan perkawinam Para Ponol;on apabila pudah ada Penctapan Ijir
Kawin dard Pengadilm Hogors Surabaya 3

Saked IX 1+ HERU TANTO 4, yagurg 37 Tahw, bartenpat tingsad ¢i Jalan. Ge

teng Kali No. 2 Gurabeya, rekexrjaant PoTy Iglan/Trs
goro, Agoma:’ Lglem f

Yong menerengkon di bawah aunpeh yang pada pc]’_o'l:ny:. vebognd baxilout

- Bohwa ackol kenal Para Pemolien korena maeih cda hubungan keluarga, yal

pobogal Xalzpk Landung dari Yemohon -I.I 3

- Dahwa antara Pemohon I dan Pemchon II hulunganye sudah lonma, dan po -

lenjuinya okan melongpungkan rerkawinm di ¥mtor Catatan 31pil Kota -
madya Datl XTI Surabaya ;

~ Dahwo porkawinan Para Pemohon torsetut helum dapat dilmtgoﬁgkun dl -
J~‘C:1.ni;_c'.u: Cataton Sipil Kotamadya Dati II Surabaya oloh karana texdapat -
perbedaen Agoma }

= Bahwa Kontoxr Catatan Sipil Kotamadya Dati IT Surabaya blea melaksanalk:

melengsungiten perkawinan Para Pemohon apabila sudah ada Penotapen Ijin
Kawin dari Pengadilan Nogoxi Suradaya § ' _ |

Hot-xlmbang, bahwa oleh karenna I‘Pnra Pamohon suwlah tidak mengajulcen -
bukti-buktl lagi, selsfijutnya Para Pomohon mohon Penetopmn §

MHenimbang, bahwa wntuk mempersingkat uraion Ponctapan, maka mogala

kedndian ouuc-o.co‘na'-oooan:
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" 3 L‘. 1 WA . i“‘.-’ :,.,‘._ ‘.i

J QL n 7..1':9,1:3:(1;»1 diporsidangin topartl torsobtut dalan Berita Acara oldaong
! "' anggap termuat Pula dalan Penatapon ing :

A TEITANG PURTIMBANCAN IUKWY

LI

: Menimbang, bahtn makeud dun tujuan pormohonan Para Pemohen ad
A soportl tergebut di atug i

! denimbang, Lahwa daxi koterangan Pcﬁ::.x Femohon dipersidangan 4

hubungkan dengin ketersagun TFara salkad den dengan adenya alat-alat

bukt! tertuwlis tersatut ai atus, maka toxdapat foktoefakta cobagal

borikut

=~ Bahwa Yemohon I Dernah M dw borana nubagnl suami-Lgters yYoug gal
entora Pemohon J dengan Inau Tldhlyawats Dintd Abdul Azlz pada ke
gal 3 lopembox 196% ~a

=~ Bahwa Puomohen I (nJoko Sutante Bin Sunaxdf) telah ooral dengea Ig

Widbiyaxats Bintl pAtdu Azlz pada Yonmpead 20 Fcbn;.zr.t 1992 ;

= Bahwa Pomohon II remah hidup bargoma oobagal ouami igtony yang g

4
aitara Pemolon I1 (Pranihavijmi) dongan SukoJi Bin Poudran pada -
tanggal 16 Juni 1952 ; !

= Bahxa Pemohon II (Prenthartjand) teiuh cexad dengan Sukojt Din Pu
pada tanggal 11 Hopembor 1592 3 7

~ Byhwu Pemohon I (Dieke Subauto Din Suraxdi) adalsh saorang laki~l
yeng beragma Krdsten din ingin nolangsunpkan Perkawinan dengen so
Orang perompuan ymng beragoma Jelnn j

~ Dohra pezkawinan dimana Para Pemohon tersobut akan dflokpanakan df
Aantor Catatm Sipil Surabaya

= Dahna perkawingn Para Penohen torgobut udalabh perkawinan borbody -
0geaa yung mana setolunm perkaminan torsobut 411aksmnalan di Xantor
Catatan §1pil Surabayn, bamin ada 1iin terlebih dehulu dart Pengo

diloa Nogors Surabays ;

; Meninmbang, pallva davi sogala sosuatu yong terural dalem suraf -

pormohonan serta penjelasan yong dikemutakan oleh Para Pemohon di -

'

sidnng cnn'ou‘o-u
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'

\ _n_tch.;lg. yong dikuatkan olcii kelerungen para eakel yaltu: Hoxy Priyeno

aan Hexu Tunto, toeinyota Luhiva yung ddkehendokl olch Para Pemoban esda -

lah poxlconinmn anbaxr arean atau pexkawinsn antara oalon opuand den oalon
J.lutoxi yong barlainan atana, yang dahulu dflakaam;l.mn berdanorkan Pg-
raturen tentang loxlcaninm Campuran (Regeling op do Gomendo Huweldjken)
8. 1698 - 198 j

ieaimbung, bahwa salaupm pexk=win:m ymg sedonikian tidak dfatur
dalom Undang Undang No. 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemexintah No. 9 Ta =
hun 1975, nammn mengingat porkaminan semacem ind masih dibuhiubkan -
dalom prakiek, meku dongen memperhatikna ketentucsn pascl 66 Tadang -
Undang Nos 1 Tahun 1974 den pussl 47 Peratursn DPemorintah No. 9 Tahwm =~
1975,  aorta dongan memperhatilion pula surat MEMDAGRI No. 477/222%/ -
PUoD/- tcrtméua] 13 Junl 1991, maka peamohenan Para Pamohion dapat -
dikzabullan |

Henlnbang, buhaa oleh kareia pemohonan Para Pemohon dikatull:an,
maka becya pemochonan ditebinksn kepada Paru Pemnohen

demperhatikon : Ketentuan Fesal €€ Undang Undang No. 4 Talmaa 4974
pasal 47 Peraturan Teamcrlnteh Ho. 9 Tahwn 1975, Surat Mendagryd Uo. 477/~
2223/PU0D/ tortanggsl 13 Jual 1691, Undang Undang Vo. 14 Tahwm 1270 -

Undongsndeng Ho. 2 Toawmy 1696 dean HoT.M. soxta kentontuon Muam lain

yang bergonglrutan ;

LENRETAPEAR 1

~ Mengabulkun permohonsn Para Pemohon

~ Uongd jinkan kepada Parn Posohon amtule melmammegkan perkaninannya =

di Kentor Cotutun Sinil Uol-malya Netd IT Suvabaya ¢ e - K
-
- demerintahban kegseda Peguwal Kandtor Catatan $ipil Kotomodya Dutd IX
Surabaya wmtuk melongyumglon paxkazinan Para Pemchon tersebul
~ Hlembobebadcun Tezys perwohonan Ind kopsda Pora FPemolion sebegor -
Rp. 30.009,- (tiga pulun xitu rupiah)

Deinlld anl ah P(::"a'tf;;/pun fadl Alawbil poda hovd S A DT U, tanggal 17-

Za%

JMLL simnae i aie iy
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. LY 1 i ™ .
é_J '2§/}rﬁj¢1 Juls 1993, oloh leami: SARIJANTO S

Hep Yakim Pengadilan Negoxi

‘ boya dsn pada hard ity Juga Panetapan {tu diuveapkan oloh Holk

: - gebnt dinuika wnam dol g pavsidangan erbuka wituk umum dengon ¢
i y ‘

¢ ’ 3 [~ § T S . "= : )
dameingi o)ehs S UK 71, candlexrs Fongganti Pengadilen e

Yergabul Adan 1hadlel oleh Pamohon

P:mltera Penppantl, I ak in,

| e e

(S UK Biif) ( S/RITANTO 5,11, |

}I'?'l!ﬁ"b(‘{\&'_‘ : - .\:.',‘l'hi:-l‘.i.i to8enandtsasetras R':)q 1.000,"'
“‘nCdD}{Si SreAesea AN eas Rj). 1:»000.-
i - "n"i'-ll{dli J'_"I f‘] .l S a ey _BL)- 28 -900,“'

-

- OV A | 11 '.‘Il e 0 e e pr. 30-000,“
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4 ol e ny P'ertama
- keputusan perkara Ridang / Per(hh dalam tingkat Batrhing

;va

?anlrcn Perknra / Wakil Panitera
( cng.nclllan Negeri Surabaya
fnl

lah dibayar dan masuk Kas

rda: tanggal .. «(f/u& ......... 19.%4.

rees lurunan putusan  : Rp, }7@..
eleral burunan putusan Rp. £L&Z2 . corec

JUMLAH : Rp. 42072, ’/"49’”‘)%—{’ f;‘a’ﬁ’r

.

ERHATIAN :
———_an &

Coret yang Lidnk perlu,
Cocokkan selaly tanggal dan nomor
pulusan serta nama yanpg terdapat

da Map, turunan keputusan halnmnn

rtama, dan lembaran ini,

/ 4.&/4'. 4’1 /‘f”f"f’(yﬂ' el
v7 Tnn,r' g /'7 ................................. 19 "?
' Nomor : /p(f";’//’wf%’ff—’ “/A'
L Horetecyer,
Dicalat disinj e ca /’W""’ff&"‘f"“ w,c/:/s'
ﬂ%“ﬂ. e 4 //1 /c’ﬂv%‘n
| 22
Dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal /‘7 .............................. 19 7"5 olah
-PANITERA PENG ANTI GADILAN NEGER] SURABAYA
.//éf_f/!f?'
7722 '?"7
Turunnn Mf = o 7D
‘Putusan ini d;kcfmrk-m pada l:n:\gml : - ““"‘" ...... '.".'.‘.'.‘:'.':'.‘T.“.:.‘..‘..‘. ......... I8 S
Ento-Gopr— [
P e L R e ey o Ml o ted “""""
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lak pula purmohonan vupaya Pengadilan Hoeger! membery Liln Yozada
pomohon yang boragama Islag untuk kawip dongon laki-1ayw. Lornrse
Adrianue Petrun endrik Melwan Yang bertgonn Kriogten rateoton,
Menlnbang, bahwa kepoda Porohon akan divobani pula zembayar onz
Kaao )perkorn yang diperkirakan sobeosur Rp 7,000, - (tugud rlbu 3yt
Lan
A Hon;insnt pasal 2 (1) (2) Undang Undang Purkavwinan dan pasal 3
kp ro. 9 Tahun 1975 jc paecal 20 dan 2) Undang Undang to. 1 Tanun
1974, i

1. Munolak permohonann Pemohen oluruhnyn;

2. Menyatakan penulakan melungaunskna Parkavinan sioh MU Hesoon-
tea Tanah Abang Jakarta dan Kantor Catatan:S{pll Jakurta na-
8ing-mooing dongan suratnya tnnanl 5 Merat 1986 Mo, W2/Nd=-1/
8}‘!/111/1926 dan No. 555/1-1?55. V/C6/1606 oobagai baralasan da:n
karenanya patus dikuatkan , ;

3+ Menghukua peoohon memboyar ongkos poihare oobeanr Rp 7,000, -
(tujuh rivy Rupilak}, -

Dc:ikinnlah.ditotnpkm\ dolam noroidangon Fongnd'loan Hogord Jalka
Jokarta Puoat yang dinyctaken terbuka ALY umuz poeda Wat i
JUM'AT, tanggal 1) App:L 1986 penctapon mana podda hart ftu juga
tlucapkan dimuka Umun oloh Kami; ymay SIERARND Ay Haw!= e adrs
Inn Heguypd Juknyia Punot, dengnn dibadlpt Slol Femeh g dan e oaft
ro Fonggantl ALURANAR, B

o o S e— e e e e e
E?H5“5”“Uf€2ﬁi<fza J
e ol b i
FUTUAAN
Reguto. 1000 /1t yuns

NI KEADILAN DERDISARY /M KEDUMANAN v Matia
HAHKAMAN AGuUNQ ‘

e
Cebin

Buzurlhon perkopa perdata dalap bingrat. kapant Lelah mangashiy Fu
tusan aobagol bepfihkut dalam porkara: : ' ~
ANDI VOHNT Gri1 Py bertempat tinggal dL Jalan Dusas: dihawah g,y
?ejc:ponsn: Jakarty Pusat, pemohon Kaonal dakhur

Sahon mal hgung torcebut:

Hembaea Swrat-surat yang béruansku:un;
Meabaca gurat ketetapan Hakim Pongadilan Hugerd Jekarta Fusatl
tanggal 11 April 1986 Nao, 382/Pdt.PleQQ/P”.JHT.PST. YOU L naasnva

berbuny ftubogod Leprikyy:
1. Manolak permohonon pemohon Selurvhnva; :
€. Menyatakan penelakan nelangsungkon rPerEswinan o1k pus Aornma
tan Tanak Abang Jokarta dan fontor Catntpn S4pt) Jokaria S
aiag-mabing dengan suratnya tanggol & Maret 1646 e, Ke/Ma-z/
834/111/1986 dan No, 655/;.1755.h/c3f1936 aebagal berniapar
dan karenonyh patut dikuatican,
2v Monchukua Permohon mcmbuyur:cnskou Ferkana sebegnr i S BN s T S
(tujuh rivy Rupiah), e L
Hendabanyg bahwn pototnpan Pnnﬂndi1na;:h.pwl dlng o, HTHEHTH
Nty yn Premohany Yoymy { Lerhadag, penelapan Loraalul aleh pe-
Crohen diojukan pormohonan kagnag aecnrn Sinan paty higend '15

W Yesshon,
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- purhowinan colon owand Latarl yong 4

=

npril 1686 oebogaimana terayata dorl purst perzchonsn kasasl Ho,
oSz/S...Pgt ¥/1986/¥H Jak.Yus yang dibuat oleh Panitern Hopola
Pengodilan Negerd Jakarto l'usat, peracheson mana kemudien dipuanl,
dongon rmemori kaonol yong memuet olanen-alasan yang cltierimn dﬂks
poaiteraan Yengodilan Megerd terocbut pado toaggal 10 Aprid 19

Henimbaig, bahwa permohonon knsaol delon perkurn perdata tcrar-
tut diocampalkan socaia liocan melolul Penftere Fengoddilan degorl
Jaknrta Pusot dalam tenggang waktu 1% hnard, ocbagpcimona diotur wa
ina U.U, Mo. Lh ta%un 1985 panal L7 (1) ;

Meaimbong, bahwa pormohonmn Kkaocaal nqud besortn alacan-alasnn
nya yong tolah dinjukan dalam tonggnng waklu dan dengnn sarn yahg
ditentukan doalam Undang-undang, maka oleh kovenn {tu permohohian
konoani toracbut formll dapat ditorima

Meaimbang, bahwa keboratan~keberatan yang Jiocjukan alceh pemchon
¥oonol dnlaw memori: kamaoinya torsobut pocdn pokoknya Lalohi
1. Dahwa pemohon keburatan atas penctopan Pengodilea Nepord Jokap

tn Pusat yang menclak pormohonan pemchon deapon alaoan bohva

nntora pesohon don calon auami pemohon tardapo!l portiedadn ogn-
iy, aebab antora pemohon dengon cnlen ouemil pemohon Ueloh ter-

Jultn hubunpnn bathin dan galing =eueintol acrtn =ait darl Ko

tdun Lelnh pihnk Lidak hobnrolon watak dilpapgoungkonnen perkast

nan aoknlipun Luardapol porbedoon sgn=<n, kaprcsangn o2 diienni
vitoraebut mohan dikabulkan,
SO ann) A oayat Ch) Uadang=undang e 1uyh bra vl dek »--lulfu:n

4

vl L P Yon dnn o, aphee,
akan tetapl honya smangotur bSahwa Pesnpadilen bLueslonk rn-‘I'H
ni menguatkan penolakan dar!l Xanter Catal=sn Sipid
Urvoan hgoma, ntnu memberikon izin kepada pcmchon
cungian perkowinaon pemohon dengan colen ouaml pernchy
ngama Fristen P-otcotan, d!. Kanlor Cotaton u!;l. wah
Ddengon tldok dipurtimbangkannya panal 21 syot (&) L: roebut di-
atno, akibatnya ketetapan FPengodlilan Hopgard toeracbul monfedd
keliru karenanya mohon dibatalkan.

Henimbang, bahwa sodbelum mochooldahkan keboratnn henngl tor-
aobut Manhkamah Agunpg aekon moampertimboangikon lobih duhulu

tang yurdiadikol, Llolah Kowenangan YFaengadilan Negerl untuk =
rikon dan momutun permohunan aguo, ncladungan dongoin Ketentunn
panal 21 ayt (3) vo pasal 63 ayet (la) Undosng-undang No. L

tahua 1974, :
Horimbang, bohwa pemohon Ancl Vonny Ceunl P menu
aya adalah bcrngana Islam dan permchanahnia untuk m l‘nruu ghan
perkawinon di tolek oleh Kopals Kantor Uruosan ﬂgnrm Jeharta
dengan vurat -Ho. K2/MJI-1/834/111/1986 LﬂlJuul 5 Haret 1986 don
ditolnk Juga oluh Kantor Cataton ulpi] tukeotn Jaknrta deagan
eurnt Mo, 655/1.3755.0/C5/1906 tonpgn, 1': Unpet 19805,
Mondmbang, Lohwa duloam penolakannya Kepole Fantor Urusan M-
goma terocbut momberitahukon Lahwa apabila pihaik yong serke -
pentingnn barkebercton atns penolaknn Liu, Jdtpoarnllahiian  ac-
minta penetopankoputuoon kupada Pangodilon hgomn Lutimawa Jdn
ket Hoyn dongnn monvafjule panal G5 axal (4) yo pnan) G5 nyal
(1) Undnng undnns Ho. X Tohun 1974, sodohpkor! Pegnwal Luar
Diana ¥encatat Siynlld Proplnui Daaorah Khusua Ibukola Jakarta
aengan jurkon pomohon mengajukan permehonch ke Fongndilan tiega
ri{ Jakartn Puoat untuk mendapatkan aurat keterangan yoag di-
mokoud dalam.pacal 60 ayat (1) Undang-uadang ilo. 1 Tahun 19?'.
Heninhong, bahwa panunjukan pasal-pasnl olern kedun pcﬁab
diatao ini Jolao keliru, sebad pasal &0 horusloh Si{hubungka

£y pesgokues -

v

]
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nprll 1686 osebvogaimona terayata dorl surst p

c1i
0n2/5rt. Pt Y/1986/PH Jak Yua yaay dituont olch Pontters Mopala

Pengoadi)an Negerd Jakarta luaat, peranchanon mana kemudien diouowl)

dongon memori knoool yang memuot alnnrn-nlunn“ yone i terinn dike

poniteraan Pengodilan Negerd teroebut pado tanggal 26 Apridl 19867
fenimbarng, bahwa permohonon kasaol delon perkuorn perdato terse-

tut dioampalikan socare liovan nmelolul Poniters Pengodilan Negeri

Jaxarta Pusat dalam tenggang waktu L% haril, ocbagetimana distur a

lan U.U. Meo. 1l takun 1985 paoal 47 (1)} X %

Heaimbong, bahwa pormohonmn kasoonl nquo bonortn ninann-alason -
nya yon@g toloh dinjukan dalom tengpang waklu doan dongnn snra yong
ditentukan dalam Undong-undang, makn olch karena Llu parmohonan
kooanil torocbut formil dopot diterimaj

Heaimbnng, bahwa keboratan-keberatan yang Jdisjukan oleh pemehon
vaanol dolaw mémori- kasasinya torsobut pada pokoknyn Lalohi

1. Bahwo pemohon keburatan otae penctapan Penghdilea Negporl Jokar

to Pusat yoang menclak pormohonan pemchon dengan alnoan banya

nptara pemohon don calon ouami pemohon terdopot porbicdann osge-

R, acbab antara pemohon dengon cnlen ouemi pemohon elah ter-

Julin hubunhgan bamthin don saling @=eacintol aepeta saoil darl Ko

dun hednh plhnk Uldak kobaralon unt. dilungon noperkax)
san sokalipun tadopol povbedoaon i 3

S™Hotoraebut mahon dikabulkan,

Pannl M ayat () Uadnng~amsdang ey 0, 1000 1ra 08 tae el naty,

. purhawinan colon svenl Lotarl yone Lovrdnpol pactoaliney aphemag
akknn tetopl henyoa caigotur Yahwa Pespgadidles Lurlak = wstilih, yaz
ni menguatknn penolakan darl Xanter Caltaten Gijptl Ranlae
Urtoan fgomoa, ntau memberiken izin kepada petchon ui molany
cungkoa perkowinan pemohon dengan colen gunai ;aa- i MRDED B
hpgama Kristen Pegptecotan, df Kanlor Catatan Hipll dansridi,
Dengon tidak dipurtimbangkonnya pannd 21 oyot () teroebut ol-
atno, akibatnya ketetapan Pengodilan Nopgard toeracbul zonfudd

reshenan Rasasgl Ne.

Fisiw

— e L L

st A et el

ﬁ keliru karenanys mohon dibatalkan.

k| Honimbang, bahwa sobelum momaoalahkon keboratan henoel

i sobut Mnhkamaoh Agunpg akon moapertimbanglkon lobih dahulu

@ tang yuriedikol, foloh kewonangan Faengadilan Negerl untuk

Q rikoa dan memutun permohunan aguo, Lelhabungon don

3 ponal 21 aynt (3) vo paval 63 oyet (La) Undang-

gl tahua 1974, '

ﬁ Horimbang, bohwn pemohun Anci Vonny Cend P memirut jesgohust =
a 4ye adalah soerngooa Islam dan permchaneannia Untuk melangoungkan
4 perkowinon d4, tolek oleh Kopalo Kantor Uruwsan agnma Jeharta

i dengan ourat No. K2 /MJ= I/ﬁ}h/III/IOLb targgal 5 Maret 19886 dun
5 ¢itolnk Juga oloh Kontor Cataton Sipl) Jtukelan Jaknrta deagun
o surat No. 655/1.17265. 0/C8/709L6 vanppnl 5 Mnpeat 1984,

1 Honlmbang, bohwa dalam penoloakannyn Kepole Fantor Urusan M-
. goma toroebut momberitohukan bLahwa apabila pihak yong serke -
] Pentingnn barkebereton atno penelaknn ftu, Jdiparotlahiian ae-
2 minta penetopankoputuoan kupodn Fangndilan Agnmn Lotimewa Ja
i fneta M, n dongnn monuaJule panal G5 oyl (4) yo poan) L5 nyal
o (1) Undung undnng Ho. 1 Tahun 1974, codonpkor! Pegawatl Luar

% Diana Foncatat 54311 Propinoi Daorah Khuaua Ibukola Jakarta

l mcngaﬁju"knn pomohan mengajukan permchonch ke Fengadilan liego
v © ri Joakortn Pucat untuk mendapatkan surat keterangan yoag di=
4 unknud dalam.pagal 6O ayat (1) Undang-undang ilo. 1 Tahun 197,
N : Henlanbong, bahwa panunjukan pagol-pasal elen kedua pejabet

diatoo {ni Jolno keliru; cebad poool €0 horusloh Jihudunginn
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“rul ketontuan pnaoal 63 ayat (la) Undang-undenp Mo, L1 T
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donpan popal-paosal 57,58 can 59 Undanp-undang tie. 3 Tahun 1574
tontasg porkowinan oantare dua orang. yeng ¢l Indoncoin tunduk
peda hukua yang borlainan karona porhednan kKewargnuogaraan
{(porkawinan campuran), padalal kaous nquo tidaklah mvagonal
perliavinan campuran dalan mengartinn tersebut diatasn, oacbdab xo
dua bolah pihak yang akan molokukan porknwinon berkewarganogne
raan Indonecala, honyo borleinon agama dan karousn itu svherus -

aya ditunjuk ko pasal 21 ayat {:) Undang-undang ile. i Tahun

19720,

Honimbang, bahwa ookalipun peadohun Norasgaza luoina
dinyatakan bahwa apablla diperlulkon saspurtangan ¥

karona penolakan oelokoopokan perke~inan didaparkan pnda  per-

bodnan azann maka jolas bohwa,olesan penolakan teronebut tidax

morupakan larangan untuk oolanpeunikan porknestran eelagadzana
dlmakavwdiknn pannl 8 Undanpg=undong N, 1 Padoae Vb dan karona
hoosun n quo bukon werupakon koous oepeeil disorouckas 9loh po-
sal 60 ayat (3) Undang=undaag lo. 2 Tahus 19720, mekn ».audahlah
tepat apablla kasuo o quo menjadl kewsanngan Tengadilasn Nagerd
dosn buken'Pengadilan Agama.

Keniobang!
Hongonnl koboratan-koberaton ad. 2 dan ad. o

Bahvwa Keburatan-kabaratan ind tdayatl dibonarknn adesnat

1. Undangesundoang Hos 1 Tohun 1970 lertane perkaslini Sldak sow
eual aualuw Ketentuan apapun yang | mnon Lahea narba
An agnma antara calon ouomi don
reagan perkavinun hul, sana adolah ao jolan
darg Duoor 19%5 powal .27 yung menentuknen
negnra borsamaan kodudukannyn didnies h
lanya kovamoan “uk ceani uptur Hawls de
Aegora oelaldipun berlaoinan agoan
dang tildoak ditantukan boahwa perd
rangon untuk perkowinen, anka goann Liu adaiah eale.nn dens-
nn Jiwa paond 29 Uadang Ynueong insar 2008 tentang 'Llamin o«
n¥n oleh aegora kcmordckndh.hngk aeblan et ‘A uwhtse,
memulik agoamn maping-ooaing.

2 Sobngnimunn telah dipertimbangxnn dlatns snka Undang-undang
Tontang Yerkawlnan tiduk mongntur wongannl pot e lnan dnel
enlon sunml fotor) Yung Verlolnes agomang

s Jobelum berlokurya Undong-undang fe. 1 Tehusn 1574, ada por-
aturon yang.mengatur tuntang Perkaswinuen Caap: #an inlah Razn
ling op do Oumyngdo Huweiijkon, & 1598 o, 148 - dlolnghat”
GIR yang mengatur perkowinan antaro erong-orang yang tuaduk
kepado hukum ynng berlainan, dan perkawinan anlara ocorans
yang Leragama Krioton deagan soorang vong Lidnk beragowna
iristen dapnt digeclongkan oobagni porkowinan GHR, Sakalipun
nenurut kata-kata yoang terdopat dolom pnsal £6 Undang-ua-
dong No, 1 Tahun 1974 yaitu "gojauh tuelsh diatur dalaeas Lo
dang-undong ina, dinyatakas tLdor Berlohku,™” oilan wooud s
quo dapat diborlokukan kotentuan dnri GHR kaross Undang-ui-
dang Ho. 1 Tahun 1974 tidok menpaturaya, nozun kelentuon
dori OHR ntoupun doarl Ordonanni Perkawinnn Indeneoin Helo -
ten (5.1933 No.?0 tidak mungkin dopnt 2lpokoal korena tor-
daput porbedonn prinsip emaupun falnafah yong amat lebur an-
tara Undang-undang No. 1 Tahun 1474 denpen wedun Srdanonal
torosebut yaltud

SE Dan AN s

ncANE Romh T SRR
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Ucdang=-undang Tentang Yerkawinan mengnarut acng hahw=e perke-
winan udolah oah opabila dilakukon monurut hukum mouslng-ma-
oing agamanya dan kopercaynannyo dan Ltu merupakan saloh oo
tu porwujudan dari Fancnnila ocobogal foleafah negnra, Farka
winan tideok lagt dilihat honyo dolam hubungen perdata, ono-
bab perrxaviuvan mempunyal hubungon yang “rat vekall donpgan
acora/korohanioa:n, oschinggn tidak ado,porkavinan diluar hu-
kum moasing-mosing apgaronye don keporcayaannyas., Jdedangkan
porkawinan yang dintur dask oleh Nitab Undann-undnng Hukuz
Verdanta (Rurgerlijk Wetboei), ardunnnnl Iarkawinan Indone -
nba Krdntan (MuwollJkn ordonante Chrletan Indononter 8, 1953
Ho, ?4) den Yoraturan Perkewinnn Camnuran (Rigeling op do
Ocmongdo Muwolijkon S, 1898 No. 158) koeocmuanya haunyan dalsc
hubungon pordata agaja)

. Dengan domikion jolao bohwa dolam Undoog-undang rontany
kawinan men'ghadapil kasus a qun tordopat kokosongan hukunm
karona menurut kenyntnan dar Yurloprudonal dalnm hol porka-
winan antora calen suami dun colon ipterd ynng boerbvoda agne
manya ado 2 otolo2l hukum perkowinan yang bar)laku pada oot
yang oamn, schinggn harua ditontukan hulkun por!nu'nﬂh yaive
maan yoang diterapkan, vedong paon) 2 ayol (1) Undeng-undany
Hn. 1 Tahun 1974 yo pagal 10 ayat (2) Poroturan Paza:intah
0. 9 Tohun 1975 hanya verlaku bogl perkovwinnan antara

Fer

Qrang yoang enaa ubnmnn>n..DLanmv-nc adanvn ReRAN Snpal P
maka Juge didolan Kanyatoan hidup d! Indononie ye =g

]
4

Katnya borolfat pluralintik/hoterogli tidak patliclt 4or jad

porrawinan atoau niat melokoanakan pevia=inan anpart! lorsa-

but diatan.

Honlmbang , bahva doari azoa bSahwa portedann agnma dnpry galen
sunai-iatord tidak merupakon lurcnunn porkovinan Lagl =oraln
Yong Renyatoaan dnhwa terjedl banyak perkawinen yong dinlathkon
oleh zeroka yang borloinan agama, mako Mahkamah o
dapat bahwa tldaklad dopat dibenarknn kaleu Karwein keicpongan
sakum o mako kenyotoaon dan kebutuhan seninl sopert! tarsodubl o
alan diblarkan tidole terpecahlan socara hukum, korenn suablar
kan manaalnh teroubut Yerlorut=laoput pastl akon mestombulxnn
dompak-dampak nogatif disegl Vchidu,nn besrmnoyo: aknt maupun
berngama yoaup berupa peave‘undu\nw—punyelundupun nilad=nilauk
soulal noupun agamo dan atau hu'cum poudtif, meka Makkamah A-
fung berpendopat haruslah dupat ditemuken dan ditentukan  hu-
kus=nya,

Mandnbang, bahwa monurut ketentuan noenl 1O ayat (1) Deratu-
ran Ponmerintah Ho, 9 Tahun 1975 moka dengan moungindahitas tata
cara perkowinan menurut mosing-moolig hukum vgamnnya dasn loo
percayanonnyn, perkawinan dileksonakon diliadoyan Fepnwol fenza
tat don dihadirdi oleh dua ovang onkad. 3

Muntmbang, bahwa aonurut kKetentuon jenel & tent (1)
U\anb~uhbnn5 Ho. L Tohun 1974, Fegnun! Dessatnl unt E
vinoan monurut agoema Iolom adolnh meroin acehaentmann b calnt
dolea Undang=-Undang lHeo. 32 Tahun ¢ i 4 n
kah, Toalng don Rujuk, scdangkan bn
lain apomn Ialam wdoloh Pegawal Fen
tor Catatan Sipll.

Menimbang, bahwa dengen demikian
Islanm dan yong akon h"lﬂnbﬂunbyﬂd‘f
laki-loki bLeragoan Xrinten frotestarn
HEPORIK NI WAR tidak =aungkin melenesu:
par Pegnwnl Penentat . Lkah, Talaj

W

Yarpeh-

' [
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”cnimbnng, Lohwa dongan deomikian penoiaxkan elax
tor Urusan hgoma Jakorbto adnlah Lepot, uveker)ipun o
nyua tidok dopat dibonarkan ol eh Karenanya peraahsn
aghr penolokan teracbut dlnvatskoan tidak Leralngnn
tolak

Menimbong, bahwa perlu dltesukan jarabon Apaknl, maraha A
Pot melongpeavuaghaon narkawinen dihadepan Pepave! Fenentat i
“inan pnda Xantor Cotutan SLlipll schopn! ratu-spin
ian, aobob diluar {tu tidak ada nesungkinan Lo
ounghkon perkowinan :

Menimbong, bohwa dori berkoo perikora ternyatin:

1. Ado pemberitahuan dart ANDRIANUS ‘PETRUS iiSiDRIY gan ANDI
VONNY GhNI P, kepodan Kepaln/?cgnwci Luar Hlusa Fencatat g
Pil Khueuo bohwa mereka akon melangoungkan pgerkawinan dai
rinta ogar Pemberitahuon {tu dicntat oerta diumumkan aoper
lunya (bukti P.6); dar; pomberitohuan teroctut Lernyota
bahwa poda sast ity KANDRIANUS FETRUS HEGIDRIK NELWAMN dan
ANDI VONNY GANI P masing-maoing sudoh mencapal umur lebih
dari 21 tahun schingga bogi mereka untuk melangsungkon per
kowinan tidak diporlukea lapi Lz{1 dari kedun sreagtua me-
rekoj ‘ z

£4 watak o

2. hda Surat Verayataan dari Drs. nndi Qoni VPoroens
nyah kanduns dari ANDI VONNY“GANI'F, Yong mzuny
ber. dain/peroctujuna \NDI VONRY GANI P uatul
parnikahan dencan ANDRIANUS PETRUS HENDRIK uELw.

de Dard momort kaunal yeng diajukan, ;e
berd {atn untuk Molongoungion perkaviinas
PEPRUS NRLRIK HELWLN i

Y. Dart suret ANDI YORNY GIMI.P dan ARORIAUS
HELWIMN Zepada Hoikomah hgung te: :
nyata meroky tetop menpinginkan
perkawinan

. L)

Honimbang, bihwn kalau dilihat dayd flhak Anning=nooing dan
Card fihak ayvoh dard pomvchon kaoanl maka terbukty Lahwa Benos
bonar morueka fiengnondalky dllangnunglcannyn I arknwinnn

Mendimbang, vahwa dongan dfa Juknpnyao Fevmehanan un tulk Bulnng
aungkan purkawinan kopada Kepala "™untor Cotovon Siaf) ¢t Jal
karta, harus ditafolrkan bahwa POl berikohandak unbul e
Inngminginn porkavinon tidgk sacorn' lolos don senpan dualkion
horualah ditefuirken pule buhwa dengan mengajukan pernohonnn
itu pemohon anudah tidak lagt menghivaukan status aannanva (in
cnou agama Islpm), ochingga pavel 8 aub ¢ Undung-Undang 2,1,
Ho. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Lidow legl merupakon ha-
langan untuk dilnngsunukunnyu perkowiner wong merokns kehe:
ki, don dalanm hol/kooduan rang desfking aoharusnyn hagntep
tantan Sipi) sebagal oatu-gotunyan inntonnd ven, Werweanng

tuk melnnguungkan atou membanty melangaungkog J ariasinan

Kodua e¢nlon nunmi 's:oprd tidak bYeragnma otz Wy I8Y mesrn
perachonan pemohon;

Mon{abans, bahwa dengan demiking majxn FeLU LA fa
tatan Sipi. untuk tmelanpsungken ntay
Perkawinan antora pemohon dengon ANDRIANLS
HELWAN tidaklah dapat dibenarinn, «1eh Ry

44N,
L S |

tadian don Mahkamah hgung elen Mendatulhan percoursan Bagant
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durd pesohon’ knsasi untuk acboglicn)

Menimbang, bohwa Karena peradruioen hedye digaballkan untuk
sobaglan, mako pemohun akan divehanl pula untuk memboyor bin
yo kooool;

Memnperhatikaon Undonp-Undang fe. Lo tn Jong-
I 7 C
Undnng Ho. b tahun 1685 yang berpanghaiag ;

MeHQaDILT

Hongubulikan per aohonan koossl ,lid. VoI S LU mRbiER ros
baglan|

Memoatolkan Yenctepan “engodilan Nepgerd Jakorta Musnot tang
gol 1) April 1986 Ho. 382/¢D1/1'/1686/ PN KT I'ST, oejouh mo-
ngenol penolakon nelangsunpgkan perkawinan oleh i'epowol Luar
Binaa Yencatat Sipil I'ropinsl Daeroh Rhuouc ltu Fotn Jakartao
tercontum dolam Surat penolakan Ho. 655/1.1755.4/C3/1956

tanggol 5 Marot 1986,
gt MEIGADILI SENDIRI:

Hembatalkan ourat penolakos VFegnwal Lucr Blowno Vendotit:
Sipil Propinsi Doorah Khusua Ibu Hetn Jakarta dangan Ne,655/
1.1755.4/C8/1986 tanggal 5 Harot 1986,

Memerintahkan Pegawal, Pencatat padn Hanter Calntean
Fropinoi Dacrah Khugua Ibu Kota Jeokarta agor aupnyn
ounglan perkowinan ontera ANDI VORWY GAHILY denuan i8S
PITRUS MLMDRIX NELWAN sotecleh dipenuhbl syparat-ayorat plriovs
nan meaurut Undoang=Undang

1

Venolak, permohonan knooal darl pemohon unlui aoolebihinya |

Menghylkum pemohon membayer biaya perhkaro Yaonon! inl acouw -
aar Rp 20.000,~ (dua puluh ribu Huplah),

Demikionlah diputuskon dolom ropat pordusyowaten Unhiiamnn
Agung pada hori Jumot tanggol 20 Januvord 1939 donpnn all Bald
BH. Motua Mahkamah hgung oeebagod Xetun, N.R. Djcko Scegleata
G.Mlo, den Indroherto, S.H. oebopul Nnklmehoida hngpotn, dan
divcuopkan doalam aldang tarbuke pren hnrd St Jugs eleh ZHotun
teroebut dongan dihadirl oloh il R. Dioko Sowgiante, U.M. daa
Indroharto, S.H, Makim=hakim hnggeta, dan hy Hran Sofwan
Sjukrie, G.M., Yonltera Yenggonti dengnn Lidak ¢ihndiesl  oleh
Pomebhon, Solinan putusan seounl desgan nalinys diberikan ke
pndn viprlin pdrudllhn.

! MAKRKAMAH AQUN2 RI

Mrektur fardota

vl BJGIATSIAR 5D

Joakarta, 25 Jull 1989
DISALIN SESUAI DERGAN ASLINTL

Oleh

DIRO PELAYANAN HUXUM POL 3 { 3
Digandakan seruai dengan aslinyd wijlus dinamiaiigs
kepada semud <emaan=Cil)W dan para Pendeta OF 00 se-
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